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ABSTRACT

The social function of land has become one of #seslfor Government’s policy
to put public interest on top of the individual spewith regard to rights of the
individuals. The main purpose of land procurementplublic interest is to provide land
for the development, in order to increase the welfand prosperity of the nation.
Despite this notion, any legal interest of the martconcerned must still be guaranteed.
To guard the public interest, it is necessary teegcompensation to any rightsholder
whose land has been acquisited by the governmbatlahd procurement process shall
be carried out in accordance with the legal regidas concerned, especially Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012 about Land Procurement PRaoblic Utilities
Construction.In case the rightsholder refuses to accept the fand/or the value of
compensation that has been negotiated previoulse/,gbvernment regulated that the
compensation shall be commended in a District Colinis notion is solely meant to
guarantee the development for public interest.

Keywords : Social Function, Compensation, Consigmm

ABSTRAK

Fungsi sosial tanah telah menjadi salah satu daegir kebijakan Pemerintah
untuk menempatkan kepentingan publik di atas képgart individu, terkait dengan
hak-hak individu. Tujuan utama pengadaan tanahkuk@pentingan umum adalah
untuk menyediakan tanah untuk pembangunan, dalangkaa meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Terlepagatmsan ini, kepentingan hukum
apa pun dari pihak terkait harus tetap dijamin.udmhenjaga kepentingan publik, perlu
memberikan kompensasi kepada setiap pemegang hagktgaahnya telah dibebaskan
oleh pemerintah. Proses pengadaan tanah harusldilaksesuai dengan peraturan
hukum terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 2 maP@l2 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. nDdi@al pemegang hak
menolak untuk menerima formulir dan/atau nilai kemgasi yang telah dinegosiasikan
sebelumnya, pemerintah mengatur bahwa kompensass tdipuji di Pengadilan
Negeri. Gagasan ini semata-mata dimaksudkan unemjamin pembangunan untuk
kepentingan umum.

Kata kunci: Fungsi Sosial, Kompensasi, Konsinyasi

PENDAHULUAN
Pertumbuhan penduduk yang meningkat pégak didukung dengan persediaan

sumber daya tanah yang terbatas. Kondismikian mengakibatkan pelaksanaan
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pembangunan untuk kepentingan umwmang telah direncanakan oleh pemerintah
seringkali berbenturan dengan hglerseorangan atas tanaBRada akhirnya, demi
memenuhi kebutuhan tanah untuk keperlygambangunan, pemerintah melakukan
pengambilalihan tanah-tanah hak perseorangan. Dasagambilalihan tanah hak
perseorangan untuk kepentingan umum didasarkand&ebetentuan Pasal 6 UUPA
yang menentukan bahwa “Semua hak atas tanah memipfumgsi sosial’. Fungsi
sosial tanah bermakna bahwa hak atas tanah pargaardéidak bersifat mutlak. Hak
atas tanah tidak dibenarkan dipergunakan semata-monaiuk kepentingan pribadi,
melainkan harus sesuai dengan keadaan dan sifpadathaknya, sehingga bermanfaat
baik bagi kesejahteraan yang mempunyaimgupun bermanfaat bagi masyarakat dan
Negara.

Pada dasarnya hak atas tanah seseorang tidak hesmgaunyai manfaat bagi
pemilik hak atas tanah melainkan bagi seluruh bargdonesia. Tanah tidak hanya
mempunyai nilai ekonomis tetapi juga fungsi sosh karena itu kepentingan pribadi
atas tanah tersebut dikorbankan guna kepentingarmurimi dilakukan dengan cara
pelepasan hak atas tanah dengan mendapat gargidkegang tidak hanya berupa uang
semata melainkan berupa penggantian tanah ataukbkmb yang dikehendaki para
pihak.

Konsekuensinya adalah dalam hal mempergunakan ,tam@ady bersangkutan
tidak hanya berpedoman pada kepentingan indiviga tedapi harus memperhatikan
kepentingan umum. Pasal 6 UUPA tersebut, hak aeseprangan dapat dicabut demi
kepentingan umum. Ada dua cara yang dapat ditenRarerintah untuk melakukan
pengambilalihan hak atas tanah yang dimiliki olebsyarakat yaitu dengan cara
pembebasan/ pelepasan hak atas tgmé@kgeving)dan cara pencabutan hak atas tanah
(onteigening)

Ketentuan mengenai pencabutan hak diatur dalamtkete Pasal 18 UUPA,yang
menentukan bahwa “Untuk kepentingan umum, termdspentingan bangsa dan
Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, alaletas tanah dapat dicabut, dengan
memberi ganti kerugian yang layak dan menurut gamag diatur dengan Undang-

undang”.

1 SF. Marbun dan Mahfud MPokok-Pokok Hukum Administrasi Negataberty, Jogjakarta,
2010, h. 164
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Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupaidakén Pemerintah untuk
memperoleh tanah yang digunakan untuk berbagai nkegan pembang-unan,
khusunya bagi kepentingan umum. Pada prinsipnygguan tanah untuk kepentingan
umum dilakukan dengan cara musyawarah antar paak piang memerlukan tanah
dengan pemilik hak atas tanah yang tanahnya di@erluntuk kegiatan pembangurfan.

Apabila tanah hak perseorangan diperlukan untuk bpegunan demi
kepentingan umum, maka cara pertama yang harusnglite pemerintah adalah
bermusyawarah dengan pemegang hak atas tanah Hak pang berhak untuk
melepaskan tanahnya secara sukarela disertai dgeg@gantian kerugian yang telah
disepakati. Manakala kesepakatan tersebut tidakar dan lokasi pembangunan tidak
dapat dipindahkan, maka mekanisme pencabutan Ipait déaempuh.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan Penjelasan Wagman Il Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Baash dan Benda-Benda
Yang Ada Di Atasnya maka dibentuklah lembaga peagadanah yang diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1i@nfang Ketentuan-Ketentuan
Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah. Pada tahukutig, pemerintah
menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri NomorT&hun 1976 tentang
Penggunaan Acara Pembebasan Tanah Untuk Kepentifgmerintah Bagi
Pembebasan Tanah Oleh Pihak Swasta untuk mengaksmkepentingan swasta
dalam memperoleh tanah.

Pada tahun 1985 diberlakukan Peraturan MenterinrDbdageri Nomor 2 Tahun
1985 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk KepeRroyek Pembangunan Di
Wilayah Kecamatan untuk mendukung pengadaan tanabi Iproyek-proyek
pembangunan yang berskala kecil dan tidak memaearlulemah yang luas, yang
dilakukan oleh instansi pemerintah. Pada tahun P&3aturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuangeiesi Tata Cara Pembebasan
Tanah diganti dengan Keputusan Presiden Nomor 5%ima993 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentindgmum. Peraturan
pelaksananya dibentuk setahun kemudian yaitu Raratenteri Negara Agraria/

Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 tentang KetentuaakBahaan Keputusan Presiden

2Herman Hermit,Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik, Tanakgdra dan Tanah
PemdaMandar Maju, Bandung, 2004, h. 56
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Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang &dagn Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepen-tingan Umum. Ketentuan| Pasayat (2) Keputusan
Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang PengadaanhT&ami Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menentukan battalam hal tanah,
bangunan, tanaman atau benda yang berkaitan dénggmyang dimiliki bersama oleh
beberapa orang, sedangkan satu atau beberapadarangereka tidak dapat ditemukan,
maka ganti kerugian yang menjadi hak orang yanaktibpat diketemukan tersebut,
dikonsinyasikan di pengadilan negeri setempat olektansi Pemerintah yang
memerlukan tanah.

Ketentuan pasal ini mulai memberlakukan lembagaikyasi dalam pelaksanaan
pembayaran uang ganti kerugian kepada pihak beryakg tidak diketahui
keberadaannya. Sebelumnya, tidak ada pengaturdra¢enkonsinyasi dalam peraturan
pengadaan tanah. Satu-satunya lembaga konsinyasgidyjkenal dalam hukum nasional
adalah lembaga penawaran pembayaran tunai yangtidi&ngan konsinyasi dalam
hukum perikatan Buku 11l Kitab Undang-Undang Hukitardata Pasal 1404 sampai
dengan Pasal 1412 sebagai salah satu cara hapyp&njatan. Perkembangan
selanjutnya, Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun &%ang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umunbullicdengan Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang PengadaanhT&ami Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang kemudiderbpa pasalnya diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006ntefarubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang PengadaanhT&agi Pelak-sanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Setahun kemudikeluarkan peraturan
pelaksana Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nialliomer 3 Tahun 2007 Tentang
Ketentuan Pelak-sanaan Peraturan Presiden Nomoaldt 2005 Tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentldgamm sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahu6 Bfitang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentangadaag Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Selanjutnya terdapat beberapa kali perubahan parnapelaksana, yang dimuat
dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 @rRanyelenggaraan Pengadaan

Tanah Bagi Pembanguan Untuk Kepentingan Umum. Yagg mengalami beberapa
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kali perubahan diantaranya diatur dalam Peraturasiden Nomor 40 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomorallin 2012 tentang Penye-
lenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentibjganm dan yang terakhir
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahub &fitang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 terRamyelenggaraan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Kendala utama yang sering terjadi dalam proses gola;n tanah untuk
kepentingan umum adalah tidak adanya kesepakatagemai besarnya ganti kerugian
yang diberikan oleh Pemerintah sedangkan kegiatenggmlaan tanah untuk
kepentingan umum tersebut bersifat mendesak. Hah&rupakan tugas yang cukup
berat bagi Pemerintah dalam mengambil upaya attergalam menyelesaikan
hambatan dari kendala tersebut. Mekanisme musyawaegupakan salah satu upaya
awal untuk mencari jalan tengéwin-win solution)dalam menentukan besarnya ganti
kerugian. Tetapi dalam mekanisme musyawarah ira jegdapat kemungkinan bahwa
dasar keti-daksepakatan mengenai ganti kerugigdidéembali.

Dengan dasar untuk kepentingan umum, Pemerintahlung@lanitia penga-daan
tanah untuk kepentingan umum dapat menentukan sseseppihak besar-nya ganti
kerugian dan kemudian menitipkannya ke PengadilageN setempat melalui proses
konsinyasi. Penerapan lembaga konsinyasi dalamageag tanah untuk kepentingan
umum diharapkan mampu sebagai alternatif penyealedainflik antara pemegang hak

atas tanah dengan Pemerintah.

RUMUSAN MASALAH

1. Ratio legis pembentukan lembaga konsinyasi dalam pengadaaah tamtuk
kepentingan umum.

2. Prosedur pemberian ganti kerugian dalam pengadaaah tuntuk kepentingan

umum.

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalatode penelitian yuridis
normatif yang menekankan pada norma-norma hukungatemenganalisa peraturan

perundang-undangan terkait. Dalam Penelitian @mefiti menggunakan dua metode
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pendekatan masalah, yaitu : Sfatute Approachyaitu pendekatan dengan menelaah
semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersgragkuiengan permasalahan (isu
hukum) yang sedang dihadapi; dan@)nseptual Approachyaitu pendekatan yang
beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrinidokémg berkembang di dalam

ilmu hukum.

PEMBAHASAN
Ratio Legis Pembentukan Lembaga Konsinyasi

Pembangunan daerah merupakan isu yang paling sé&itagtemui dalam
beberapa dekade kepemimpinan di Negara ini, seirdengan bergantinya
kepemimpinan pemerintahan, pembangunan tetap niempsalah satu tugas yang
turun temurun ingin diwujudkan agar dapat bertadafam era global yang serba
dinamis dan selalu berkembang demi menunjang Kdseg@n masyarakat. Untuk
mewujudkan pembangunan tersebut tentunya harus otehdan tanah yang menjadi
tapak dari terciptanya suatu pembangunan, namu@a Bgadyataannya tanah yang
tersedia seringkali tidak memadai, sehingga digaru tanah masyarakat guna
pembangunan tersebut, yang disebut juga pengademsah tyang menurut undang-
undang dilakukan oleh pemerintah dengan membeti garugian kepada masyarakat
yang memegang hak atas tanah tersebut.

Tanah memiliki 2 arti penting dalam kehidupan mamugaitu sebagasocial
assetdan capital asset Tanah sebagasocial assetadalah sebagai sarana pengikat
kesatuan di kalangan lingkungan sosial untuk kefadudan hidup, sedangkan tanah
sebagaicapital assetadalah sebagai modal dalam pembangunan dan tefabuh
sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaghmsgai bahan perniagaan dan
objek spekulasi.

Tanah merupakan sumber daya alam yang strategisbbagsa, Negara dan
rakyat, dan diatur dalam Konstitusi Pasal 33 agatUndang-Undang Dasar 1945
menjelaskan bahwa segala kekayaan alam dikuadaiNg#gara. Kewenangan Negara

ini diatur dalam Pasal 2 UUPA yang antara lain :

3 Achmad RubaieHukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan UmBayumedia, Malang,
2007,h. 1
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1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaarsediaan dan
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa

2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum@raamrang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumiaairauang angkasa

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukumraamrang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumiaairgang angkasa.

Saat ini kebutuhan tanah sebagapital assetsemakin meningkat, sebab
banyaknya pembangunan dibidang fisik baik di pe&ontmaupun pedesaan. Kebutuhan
akan tersedianya tanah untuk keperluan pembangiemaebut memberikan peluang
terjadinya pengambilalihan tanah bagi kepentingaruma. Keterbatasan tanah dan
banyaknya pembangunan menyebabkan pergesekanu Bisatpembangunan sangat
memerlukan tanah sebagai sarana utamanya, sedatliglsaamain sebagian besar warga
masyarakat juga memerlukan tanah sebagai tempatuggnan dan tempat mata
pencariannya.

Untuk itu Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakgargembangunan dapat
tetap terlaksana, khususnya pembangunan berbafgastinktur untuk kepentingan
umum. Dan untuk memperoleh tanah-tanah tersebaksdihakan melalui pengadaan
tanah untuk kepen-tingan umum. Landasan utama peagapengadaan tanah ini ada
dalam Pasal 18 UUPA “Untuk kepentingan umum, teukdsepentingan bangsa dan
Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, dlalatas tanah dapat dicabut dengan
memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara- yang diatur Undang-
Undang”. Walaupun di dalam Pasal 21, 29, 42 darU4®A mengandung prinsip
penguasaan dan penggunaan tanah secara indivichwnnhak-hak atas tanah yang
bersifat pribadi tersebut mengandung fungsi sogslg dipertegas dalam Pasal 6
UUPA.

Di satu sisi, negara menjamin kepemilikan yang sadividu atas tanah
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang D&d& dan Undang-Undang
Pokok Agraria, di sisi lain pelaksana kekuasaamareegakni pemerintah, berkewajiban

menjalankan agenda pembangunan infrastruktur figdng kerap kali harus

4 Hatta Isnaini Wahyu UtomoMemahami Pelaksanaan Tugas Jabatan Pejabat Penvkizt
Tanah,Phoenix Publisher, Yogyakarta, 2019, h. 124

5 Abdurrahman, Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan PembebaEanah di
IndonesigEdisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Banding, 19919h
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mengorbankan nilai kepentingan individu. Akomodasicara konseptual terhadap
kedua kepentingan itu sebenarnya sudah ada sedjak th960 pada saat Undang-
Undang Pokok Agraria dibentuk dalam Undang-Undangebut kedua kepentingan itu
sudah diletakkan secara hierarki pada tingkat Kepgan yang saling mengimbangi.
Hak atas tanah apapun yang ada ada seseorangalidd&pat dibenarkan bahwa
tanahnya itu akan dipergunakan atau tidak dipelgamasemata-mata untuk
kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu ménilkan kerugian bagi masyarakat.

Secara normatif semua hak atas tanah mempunyasifgogial, oleh sebab itu
pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam pengadamah tuntuk kepentingan umum
karena pembangunan tetap harus terlaksana, hahigdng menjadi latar belakang
pemerintah menitipkan ganti kerugian melalui PerigadNegeri bagi pihak yang
berhak atas tanah yang keberatan terhadap hasjamasah setelah melalui prosedur
dan mekanisme pelepasan hak oleh panitia pengadaah untuk kepentingan umum
yang telah diatur dalam ketentuan perundang-unaehga

Selain dari kebijakan pemerintah untuk menitipkasilhganti kerugian dalam
pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah tegapta kepastian hukum
mengenai status tanah yang akan digunakan pentetmtak pembangunan, dengan
dititipkannya ganti kerugian tersebut pada PengadiNegeri maka tanah tersebut
menjadi tanah negara berdasarkan peraturan pergruth@angan.

Sehingga tujuan dari pada dititip-kannya ganti gexra kepada Pengadilan Negeri
selain daripada hal yang telah diuraikan tersedatah untuk memberikan kepastian
hukum atas penyerahan ganti kerugian oleh negdradap pemegang hak atas tanah
yang tanahnya diambilalih oleh negara melalui ptosedlan mekanisme yang telah
ditetapkan oleh Undang-Undang.

Penggunaan lembaga konsinyasi merupakan salah caatu untuk memaksa
masyarakat dalam rangka pengambilalihan tanah mestasetelah melalui prosedur
yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang Undangaapakan dasar hukum untuk
melakukan pembayaran ganti kerugian kepada pihalg y@erhak atas atas yang

mengajukan keberatan atas hasil musyawarah penetapgai ganti kerugian.

6 Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “Hukum Tanah NasionaBahan Diskusi Dalam Persiapan
Menghadapi Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah 20Mé&kalah, disampaikan pada acdarsiapan
Menghadapi Ujian PPAT 201 Universitas Narotama Surabaya, Oktober 20172h. 1

105



- JURTAMA :: ISSN : 2657-1005
(Jurnal Kenotariatan Narotama)
Volume 1 Nomor 2, Agustus 2019

Konsinyasi seperti diatur dalam Pasal 1404 KUHRerdanerupakan opsi yang
ditawarkan oleh undang-undang bagi debitur untulunasi piutang terhadap kreditur,
dengan kondisi kreditur menolak penawaran pembaygaag dilakukan oleh debitur,
sehingga jika berpedoman pada pengertian konsimada Pasal 1404 KUHPerdata,
kita wajib menelaah lebih jauh apakah peneraparmaga konsinyasi memang dapat
diterapkan dalam masalah penentuan ganti kerugarg ytelah memenuhi syarat
musyawarah untuk mufakat. Dalam pengadaaan tanmah ldgentingan umum inilah
yang sering menimbulkan masalah penentuan gantigier yang dilakukan melalui
konsinyasi (penitipan).

Lembaga konsinyasi yang diterapkan dalam pengadaaah sesungguhnya
merupa-kan langkah terakhir yang diambil oleh pemwen sehubungan dengan
pengambilalihan tanah agar tidak lagi terjadi pgrasan tanah masyarakat yang
diperoleh sesuai prosedur, sehingga pemerintalragikan agar dapat menciptakan
kesinambungan antara kepentingan umum dengan kegemtakyat.

Perolehan tanah dalam pengadaan tanah untuk kegemtiumum oleh
Pemerintah dilaksanakan dengan cara pelepasampeatgerahan hak atas tanah. Ganti
kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingammudiberikan untuk hak atas
tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain Bar@itan dengan tanah.
Bentuknya dapat berupa uang, tanah pengganti, peraokkembali, dan/atau bentuk
lain yang disetujui pihak-pihak yang bersangkutilusyawarah menghasilkan dua
kemungkinan, yaitu kesepakatan, dan kedua tidakcapem kesepakatan mengenai
bentuk dan besarnya ganti kerugian antara pemedpakg atas tanah, instansi
Pemerintah yang memerlukan tanah, dan Panitia Baagal anah.

Prosedur Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum

Proses penetapan ganti kerugian dalam pengadaastnuatuk kepentingan umum
diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tali? 0. Pasal 68, Peraturan
Presiden Nomor 71 Tahun 2012 juncto Menurut ketentni, penetapan ganti kerugian
dilakukan dalam proses musyawarah secara langsuagagpara pihak (instansi yang
memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah) digitapin oleh Lembaga

Pertanahan/BPN sebagai pelaksana pengadaan tanah.
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Proses musyawarah tersebut dilakukan dalam wadktbari sejak hasil penilaian
dari penilai disampaikan kepada lembaga penilaiy&éelaksana Pengadaan Tanah).
Pelaksanaan musyawarah dapat dibagi dalam bebetagampok dengan
mempertimbangkan jumlah pihak yang berhak, waktun dempat pelaksanaan
musyawarabh.

Dalam hal pihak yang berhak berhalangan hadir datmoses musyawarah
tersebut, yang bersangkutan dapat mem-berikan Keggseda pihak lain seperti yang
ditentukan dalam Pasal 71 Peraturan Presiden Néindahun 2012, yaitu:

1. Seorang dalam hubungan darah keatas, kebawah esampging sampai derajat
kedua atau suami/ istri bagi pihak yang berstatusrangan

2. Seorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan eamggiasar bagi pihak yang
berhak berstatus badan hukum atau

3. Pihak yang berhak lainnya, serta

4. Kuasa itu hanya dapat diberikan kepada satu orangrjma kuasa atas satu atau
beberapa bidang tanah yang terletak pada satu lpdtagadaan tanah

Jika pihak yang berhak tidak hadir dalam prosesyawarah tersebut, sedangkan
undangan sudah disampaikan secara patut, serkapida menunjuk kuasanya, maka
yang berhak dianggap menerima dan/atau menyet@gotuk dan besarnya ganti
kerugian yang ditetapkan oleh pelaksana pengadaah.t

Dalam musyawarah tersebut menurut Pasal 70 ayat&uPan Presiden Nomor
71 Tahun 2012, dapat dilaksanakan lebih dari satu Relaksana pengadaan tanah
menyampaikan besarnya ganti kerugian hasil penilaari penilai. Jika terjadi
kesepakatan tentang besar dan bentuk ganti kerugkam dituangkan dalam berita
acara kesepakatan, yang kemudian dipakai sebaggi pembayaran ganti kerugian.

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bed&wkbesar ganti keru-gian,
menurut Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 71 T201B, pihak yang berhak dapat
mengajukan keberatan (dengan cara mengajukan gyidgetpada Pengadilan Negeri
setempat dalam waktu 14 hari kerja setelah ditamgaini berita acara hasil
musyawarah. Pengadilan Negeri memutus bentuk dan @sarnya ganti kerugian
dalam waktu paling lama 30 hari sejak diterimangmgajuan keberatan. Putusan
Pengadilan Negeri ini belum final, sehingga babakiyang berhak berkeberatan maka
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dalam waktu 14 hari kerja dapat mengajukan kasasvi&@hkamah Agung, dan harus
diputus dalam waktu paling lama 30 hari sejak pé&onan kasasi diterima.

Memperhatikan proses musyawarah dalam hal penetagatuk dan utamanya
besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah kepéntingan umum yang seperti
terurai diatas, menunjukkan posisi pihak yang Hefpamegang hak atas tanah) dalam
posisi yang lemah. Besarnya ganti kerugian ditetapédeh Penilai Pertanahan yang
dalam proses penilaian-nya tidak disertai dengandsir penilaian yang dirumuskan
dalam peraturan hukum.

Tidak dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor g¢huh 2012 beserta
peraturan pelaksananya tentang posisi dari hasilgen Penilai yang menyangkut
besarnya ganti kerugian, bersifat final atau magh berubah sesuai dengan dinamika
yang ada dalam proses musyawarah. Kalau itu befsitd, maka proses musyawarah
itu sekedar proses legitimasi semata atas hasilapn dari Penilai tanpa memper-
timbangkan pendapat dan kepentingan dari pemegangths tanah.

Alangkah baiknya bila definisi musyawarah dirumuskalam Peraturan Presiden
Nomor 71 Tahun 2012 sebagai aturan pelaksana daiang-Undang Nomor 2 Tahun
2012 yang memberikan pengertian musyawarah adadgiatkn yang mengandung
proses saling mendengar, saling memberi dan salwgerima pendapat, serta
keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai dasabentuk ganti kerugian dan
masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan peagadaah atas dasar kesukarelaan
dan kesetaraan antara pihak yang mempunyai tamaiguban, tanaman dan benda-
benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan parakmemerlukan tanah.

Sedangkan pengertian musyawarah tidak diatur daladang-Undang Nomor 2
Tahun 2012, melainkan musya-warah dalam konsteksutiasi publik. Seperti yang
tercantum dalam Pasal 1 angka 8 yang berbunyi KiassuPublik adalah proses
komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihalgy@rkepentingan guna mencapai
kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaangmEng@nah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum. Jadi musyawarah dalam ksritensultasi publik hanya
terkait dengan tahapan perencanaan dan bukan paleqsanaan.

Konsinyasi ganti kerugian muncul dalam praktek tegtdi dead lockdalam
musyawarah penentuan bentuk dan besar ganti kardglam pelaksanaan pengadaan
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tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan dengamdasarkan pada Permendagri
Nomor 15 Tahun 1975.

Untuk menjamin objektivitas dalam menentukan apadeaitgadaan tanah itu telah
memenuhi syarat atau tidak sebagai pengadaan tgavadp lokasinya tidak dapat
dipindahkan, penilaiannya dan/ atau penetapannya Yeersfiat sepihak dan tidak
objektif. Lembaga tersebut bisa saja diserahkana pBéngadilan yang sebelum
melakukan penetapan dapat memanggil dan mendemgagtta mempertimbangkan
pendapat dan keterangan para pihak dan saksi yakgrbpeten di bidangnya.

Pada era berlakunya Undang-Undang Nomor 2 TahuB, Z&hitipan uang ganti
kerugian (konsinyasi) diatur dalam Pasal 42 dasetB dalam Pasal 86 sampai dengan
Pasal 95 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 20%2bDtkan bahwa penitipan uang
ganti kerugian dilakukan di Pengadilan Negeri padayah lokasi pembangunan untuk
kepentingan umum, dan itu dilakukan dalam hal:

1. Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besdr lgamgian berda-sarkan hasil
musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke Pigngad

2. Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besai garugian berda-sarkan
putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang telemper-oleh kekuatan
hukum tetap

3. Pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya

4. Objek pengadaan tanah yang akan diberikan gantglar :
a. Sedang menjadi objek perkara di Pengadilan
b. Masih dipersengketakan kepemilikannya
c. Diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang
d. Menjadi jaminan Bank

Pada dasarnya lembaga konsinyasi diambil dari lgmgang diatur dalam Buku
Il KUHPerdata, seperti halnya ganti kerugian yaglah dibahs sebelumnya. Pasal
1404 KUHPerdata menyatakan Jika si berpiutang na&gnplembayaran, maka di
berpiutang dapat melakukan penawaran pembayaramatangnya kepada Pengadilan.
Penawaran demikian, diikuti dengan penitipan, mdrablkean si berpiutang dan berlaku
baginya sebagai pembayaran, asal penawaran ithuklda dengan cara menurut
Undang-Undang, sedangkan apa yang dititipkan iptatas tanggungan di berpiutang

109



- JURTAMA :: ISSN : 2657-1005
(Jurnal Kenotariatan Narotama)
Volume 1 Nomor 2, Agustus 2019

PENUTUP
Kesimpulan

Ratio legis pembentukan lembaga konsinyasi dalam pengadaan tantuk
kepentingan umum adalah untuk memberikan kempagtickum atas berjalannya
agenda pembangunan nasional yang telah direncaataarintah, untuk memberikan
kepastian hukum terhadap status tanah yang digon&emerintah dalam rangka
pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan untukbaré&kan kepastian hukum
atas penyerahan ganti kerugian oleh negara terhpelay@gang hak atas tanah yang
tanahnya diambilalih oleh negara.

Prosedur pemberian ganti kerugian dalam pengadaeh tuntuk kepentingan
umum yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah ntell@hap Perencanaan, Tahap
Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Penyeramh Untuk menjamin
objektivitas dalam menentukan apakah pengadaah tangelah memenuhi syarat atau
tidak sebagai pengadaan tanah yang lokasinya tidakt dipindahkan, penilaiannya
dan/ atau penetapannya yang bersfiat sepihak dak objektif. Lembaga tersebut bisa
saja diserahkan pada Pengadilan yang sebelum rkalakenetapan dapat memanggil
dan mendengarkan serta mempertimbangkan pendapdtetierangan para pihak dan

saksi yang berkompeten di bidangnya.

Saran

Untuk mempermudah penyerahan ganti kerugian kepadaegang hak atas
tanah maka sebaiknya Pengadilan Negeri sebagaigaela dari lembaga konsinyasi
berperan aktif untuk mempermudah proses penyerapami kerugian kepada
pemegang hak atas tanah.

Untuk menghindari kerugian yang diderita oleh mesyat di dalam proses
pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebaiknyaerppgah melibatkan
masyarakat khususnya yang berpotensi terkena darppakadaan tanah untuk

kepentingan umum
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